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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Notaris merupakan suatu jabatan yang perannya cukup penting dalam proses 

pembangunan Indonesia diera globalisasi saat ini, karena Notaris sendiri merupakan 

suatu Jabatan yang tugasnya melakukan pelayanan hukum dan memberikan jaminan 

serta kepastian hukum bagi masyarakat ataupun pihak yang menggunakan jasanya,  

Notaris sendiri merupakan suatu profesi yang membutuhkan keahlian khusus 

dimana seseorang dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas serta tanggung 

jawab yang besar untuk melayani masyarakat atau kepentingan umum.1 

Dalam Pasal 1 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

menerangkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. 

Notaris memiliki tugas dan wewenang yang erat hubungannya dengan 

perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang  

menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi  para pihak, berupa pemberian jaminan atau 

alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak

 
1 GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet.III, Jakarta:Erlangga, 1983, hlm.15. 
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yang terkait memiliki kepastian hukum. Adanya atau dihadirkannya jabatan Notaris dikehendaki 

oleh aturan hukum bermaksud atau bertujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai  keadaan, peristiwa atau 

perbuatan hukum.2 Keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktiaan3.  

Dengan dasar seperti ini orang-orang yang diangkat sebagai Notaris harus memiliki 

semangat yang kuat untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, Notaris merupakan suatu 

Jabatan Publik yang mempunyai kewenangan tertentu. Kedudukan seorang Notaris sebagai 

suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat dimana 

seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta 

ditetapkannnya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu 

proses hukum4 

Maka jika hal tersebut dikaitkan dengan pengertian Notaris, dapat  diuraikan bahwa 

sebenarnya yang menjadi kewenangan dari seorang Notaris bukan hanya berurusan dengan Akta 

Otentik saja, melainkan dalam kesehariannya ada kewenangan lainnya yang ia lakukan 

sebagaimana yang telah disebutkan oleh pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. 

Begitupun dengan kewajiban dari notaris telah disebutkan juga oleh Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014. 

Selanjutnya sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum bagi setiap warga  negara.  untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik mengenai 

 
2 Purwantoro dan Fatriansyah. 2019.“Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan 

Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris”. Recital Review, Vol. 1, No.2 , 2019, hlm 11. 
3 Irma Mulia Fitri, Ilyas Ismail, dan Suhaimi i, Vol. 3, No.1, 2019, hlm.54 
4 Tan Thong Kie , Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet 2 , Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, hlm 

157. 
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perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat 

yang berwenang. Agar tercapainya kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dalam 

memberikan jasa hukum kepada masyarakat, Notaris  sebagai  pejabat umum perlu mendapatkan 

perlindungan serta jaminan.5 

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan perlunya pertanggungjawaban Notaris kepada 

masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan sebuah pengawasan 

dan pembinaan secara terus menerus agar Notaris dalam menjalankan fungsi dan tanggung 

jawabnya selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat 

terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang telah diberikan. Agar nilai-

nilai etika dan hukum yang seharusnya menjadi patokan oleh Notaris dapat berjalan sesuai 

undang-undang yang ada dan berlaku. 

Adapun tujuan dilakukannya pengawasan terhadap Notaris adalah guna memenuhi 

persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 

perundang-undangan yang berlaku, demi pengaman kepentingan masyarakat umum6, sedangkan 

yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun 

kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang 

diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah 

ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi 

terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat7. 

Berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

 
5Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, 

Bandung, 2008, hlm.127. 
6Didit Wardiyo dan Lathifah Hanif, 2018. “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD)Terhadap Pelaksanaan 

Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman“,  JURNAL AKTA, Vol. 5, No. 1, 2019, Hlm.129. 
7Eureika Kezia dan Wahyuni Safitri, 2017, “Peranan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan 

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris”, YURISKA, Vol. 9, No.2, 2017, Hlm.66. 
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Notaris, Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan 

HAM.8 Selanjutnya pada pasal 67 ayat (2) Menteri membentuk Majelis Pengawas untuk 

melakukan pengawasan terhadap Notaris.9 Adapun yang menjadi wewenang ataupun Fungsi dari 

Majelis Pengawas Notaris menurut ketentuan Pasal (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas 

Terhadap Notaris: “Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan 

pelaksanaan jabatan Notaris.” 

Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris dibagi secara berjenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis 

Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.10 Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan 

Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris anggotanya 

terdiri dari ahli akademisi, departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

kenotariatan serta Organisasi Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan 

terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah 

terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap 

Notaris dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, 

unsur pemerintah, dan juga dari unsur Notaris itu sendiri. Pembentukan Majelis Pengawas 

Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi 

masyarakat pengguna jasa Notaris. 

Jika dilihat dari ketiga badan majelis Pengawas, yakni Majelis Pengawas daerah (MPD), 

 
8 (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. 
9 (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis 

Pengawas. 
10 Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas: a. Majelis Pengawas 

Daerah; b. Majelis Pengawas Wilayah; dan c. Majelis Pengawas Pusat. 



 

 

1 

 

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), Posisi MPW menjadi 

sangat strategis, bisa dilihat dari pentingnya peran MPW dalam hirarkis tersebut misalnya 

hubungan antara MPD dengan MPW dimana setiap laporan yang disampaikan MPD akan 

diperiksa, disidangkan, dan diputuskan oleh MPW. Selanjutnya, kewenangan memberikan 

sanksi administrasi termasuk izin cuti tidak diberikan kepada MPD melainkan pada MPW, 

Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan HAM RI dalam menjatuhkan sanksi terhadap 

notaris dengan kata lain MPW menjadi ujung tombak dalam menjatuhkan sanksi terhadap 

Notaris. Lebih lanjut mengemai kewenangan dari MPW telah disebutkan dalam Pasal 73 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu maka 

keberadaan dan efektifitas kinerja MPW akan sangat menentukan keberhasilan pengawasan 

Notaris di suatu wilayah dan berpengaruh kepada kepercayaan publik terhadap Pemerintah dan 

Negara Indonesia itu sendiri.11 Sebab Keberadaan Majelis Pengawas merupakan representasi 

Pemerintah dalam mengawasi Notaris pada suatu daerah.12 

Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari 

masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau Undang-Undang Jabatan 

Notaris yang dilakukan oleh Notaris. Dengan adanya laporan tersebut baru bisa ditindaklanjuti 

oleh Majelis Pengawas. Dengan demikian peran aktif daripada masyarakat itu sendiri yang akan 

membantu Majelis Pengawas untuk mentertibkan Notaris-Notaris yang melanggar aturan yang 

ada. Selama ini sudah banyak kasus mengenai rangkap jabatan Notaris yang terjadi di Indonesia 

tapi belum pernah ada yang ditindak oleh Majelis Pengawas hal ini dimungkinkan karena bukti-

 
11 Nsaruddin Umar dan Fahri Bachmid, “Optimalisasi Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 

Provinsi Maluku”. Sovereign, Vol. 2, No.3, 2017. 
12 Eurei kaKezia dan Wahyuni Safitri, “Peranan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan 

Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, 

YURISKA, Vol. 9, No.2, 2017. 
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bukti yang kurang pada saat diadakan pemeriksaan dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam 

hal melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris. 

Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana 

pelaksanakan fungsi pengawasan oleh MPW terhadap para Notaris di wilayahnya dan untuk 

memberi jalan keluar demi terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan secara maksimal 

oleh MPW, menjadi alasan yang kuat dan mendorong penulis untuk memilih judul skripsi 

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS SEBAGAI 

PENGAWAS JABATAN NOTARIS. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penulisan proposal penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Wilayah sebagai pengawas Notaris menurut 

Undang-Undang Jabatan Notaris? 

2. Bagaimana bentuk penjatuhan sanksi kepada notaris yang diusulkan Majelis Pengawas 

Wilayah (MPW) ke Majelis Pengawas Pusat (MPP)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

melakukan penelitian ini bertujuan: 

1) Untuk menganalisis wewenang Majelis Pengawas Wilayah sebagai pengawas Notaris 

menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. 

2) Untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi kepada notaris yang diusulkan Majelis 

Pengawas Wilayah (MPW) ke Majelis Pengawas Pusat (MPP). 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini 

adalah : 

1. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya dalam bidang kenotariatan. 

2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengetahuan tentang pengawasan terhadap Notaris, sehingga dapat dijadikan pedoman 

dalam memahami lebih jauh mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah terhadap 

pelaksanaan tugas jabatan Notaris. 

 

E. Ruang Lingkup 

 Mengingat usaha jangkauan bidang hukum perdata dan terbatasnya pengetahuan serta 

pengalaman, agar skripsi ini bisa terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup 

dalam penulisan dan pembahasan permasalahan hanya mengenai wewenang daripada Majelis 

Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap jabatan 

notaris. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Tanggung Jawab 

 Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, 

yaitu liability dan responbility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang 

merujuk hampir semua karakter risikio atau tanggung jawab, yang pasti, yang 
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bergantung atau meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial 

seperti kerugian, ancaman, kejahatan biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk 

melaksanakan undang-undang. 

 Responbility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban 

termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban 

bertanggung jawab atas undang-un.\dang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan 

penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung  jawaban hukum, yaitu 

tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah 

responbility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.13 

 Mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan egtig 

ada dua teori yang melandasinya yaitu: 

a. Teori fautespersonalles; yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak 

ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan  

kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia slaku 

pribadi. 

b. Teori Fautes de service; yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak 

ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini 

tangggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang 

timbul itu merupakan kesalahan besar atau kesalahan berimplikasi pada tanggung 

jawab yang harus ditanggung.14 

 

2. Teori Peran 

 Selama dimasyarakat ada yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai 

 
13 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.335-337 
14 Ibid, hlm.365  
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sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu tadi dapat menjadi bibit yang 

menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyrakat tersebut. Barang sesuatu yang 

dihargai dalam masyarakat itu mungkin berupa benda benda bernilai ekonomis atau 

mungin berupa kekuasaan,ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama dan seterusnya. 

Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah banyak, maka dia 

dianggap oleh masyarakat menduduki lapisan tertinggi. Sistem lapisab dalam masyarakat 

tadi disebut juga social strataficationyaitupembedaan masyarakat kedalam kelas-kelas 

secara bertingkat15. Hal yang menciptakan unsur-unsur baku dalam teori sosiologis 

tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan (status) dan peran (role). 

 Pada dasarnya manusia bercita-cita agar tidak ada perbedaan kedudukan dan 

peran dalam masyarakat. Akan tetapi cita-cita tersebut selalu akan terbentur pada   suatu 

kenyataan yang berlainan. Setiap msayarakat harus menempatkan   warganya pada 

tempat tertentu didalan struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan 

kewajiban sebagai akibat dari penempatan yang dilakukan tersebut. Dengan demikian 

maka masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan indiidu-indiidu 

tersebut dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya. Apabila semua 

kewajiban sesuai dengan keinginan warga masyarakatdan sesuai dengan kemampuannya 

maka tidak akan  dijumpai suatu kesulitan. Akan tetapi pada kenyataanya tidak 

demikian, kedudukan dan peran memerlukan kemampuam serta latihan, karena 

pentingnya kedudukan serta peranan tersebut tidak selalu sama. 

 Kedudukan merupakan suatu posisi didalam struktur kemasyarakatan yang 

mngkin tinggi, sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut meruoakan suatu wadah, 

yang isiya adalah hal-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan peranan tadi 

 
15 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;2004,hlm.89 
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merupakan peran atau role.16 Maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu 

lazimnya dinamakan pemegang peranan (Role Occupant). Suatu hak sebenarnya 

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah 

beban atau tugas. 

 Menurut Sorjono Soekanto, suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-

unsur, sebagai berikut : 

a. Peranan yang ideal (ideal role) 

b. Peranan yang seharusnya (expected role) 

c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).17 

 

3. Teori Fungsional 

Teori ini merupakan salah satu teori yang mengkaji dan menganalis persoalan 

persoalan yang timbul dalam kemasyarakatan, yang berkaitan dengan fungsinya atau 

kemanfaatan atau kegunaannya. Secara gramatikal, fungsi disamakan dengan kegunaan 

sesuatu hal, sedangkan fungsional sendiri dilihat dari asek fungsinya.18 Pengertian 

tentang fungsi dapat dikaji dan dianalisis dari pendapat yang dikemukakan oleh Talcott 

Parson dan Robert Merton. Talcott Parsons mengartikan fungsi sebagai “Kumpulan 

Kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan 

sistem”.19 

 
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 

hlm.13 
17 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.13-14 
18 Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) 

hlm.245. 
19 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Modern Sosiological Theory). 

Diterjemahkan oleh Alimandan, (Jakarta: Prenada), 2007, hlm.121. 
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Ada dua unsur yang tercantum dalam pengertian fungsi yag disajikan oleh Talcott 

Parsons, yaitu: 

a. Adanya kumpulan Kegiatan; dan 

b. Adanya tujuan. 

 Kumpulan kegiatan merupakan kesatuan aktivitas yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. Tujuan kumpulan kegiatan itu, adalah untuk memenuhi kebutuhan 

tertentu atau kebutuhan sistem. Kebutuhan tertentu adalah keinginan-keinginan yang 

telah ditetentukanoleh masyarakat yang bersangkutan. Kebutuhan sistem adalah 

kebutuhan yang  berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang satu dengan masyarakat 

lainnya. Oleh karena itu, teori fungsional dapat didefisinisikan sebagai: 

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang persoalan-persoalan yang 

berkaitan dengan berfungsinya norma-norma hukum atau kebiasaan atau institusi 

yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” 

 Fokus kajian teori ini, yaitu tentang fungsi atau kegunaan atau kemanfaatan. 

Berfungsinya lembaga-lembaga atau norma-norma hukum atau kebiasaan itu dapat 

dilihat, apakah hal iyu telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum atau legal research berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat 

bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.20Sedangkan metode 

penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. 

 

 
20I Made Pasek Diantha, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: 

Prenada Media, 2017), hlm.1. 
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1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis 

Normatif ini membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.21 

Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji suatu permasalahan dari 

analisis hukum tertulis dari banyak aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, 

struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi 

pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta bahasa 

hukum yang digunakan.22 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang 

bahasan yang bermaksud untuk memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya 

ilmiah.23 Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang 

diteliti untuk dicari jawabannya dengan melakukan pendekatan. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan 

legislasi dan regulasi.24 Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah 

serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang di teliti. Peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari 

 
21Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24. 
22Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102. 
23 I Made Pasek Diantha, Op.Cit, hlm.156. 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum:Edisi revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2011),  hlm. 137. 
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setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya, sebagai syarat dari pendekatan 

perundang-undangan. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membangun konsep untuk dijadikan acuan 

di dalam penelitian. Dalam membangun konsep, ialah dengan meneliti dan menelaah 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Peneliti 

perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang secara eksplisit berasal dari undang-

undang.25 

 

3. Sumber Bahan Hukum. 

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer 

(primary law material) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang 

dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.26 Atau dapat 

dikatakan bahwa bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang 

ditegakkan oleh negara, yaitu : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

 
25 Ibid, hlm.146.  
26 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm.47. 
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3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun 2015 Tentang  Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas. 

4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah  bahan-bahan yang dapat 

membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekuner dapat berupa karya ilmiah dan penelitian-penelitian para ahli hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dan 

memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.  

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan metode libraryresearch 

yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi 

dengan masalah yang akan di bahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan 

penelitian ini dikumpulkan melalaui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, 

kamus, ensiklopediam tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, 

majalah, serta contoh kasus yang beruhubungan dengan masalah yang diteliti. 27 

 

 

 

 
27 Johhny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005), 

hlm 241-242 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk 

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan menekankan dilakukan terhadap 

data sekunder. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara 

berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.28Menurut 

Jhony Ibrahim, Cara berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan 

kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa 

dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.29 

 

H. Sistematika Penulisan 

Secara gambaran umum tentang keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi 4 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, 

tujuan dan manfaat, metodologi penelitian berupaka jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, bahan penelitian, tehnik pengumpulan bahan,analisis bahan dan tehnik 

penarikan kesimpulan. 

 
28 Surakhmad Winarmo, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik. (Bandung: Tarsio, 1994), 

hlm.17. 
29 Jhony Ibrahim,  Op.Cit, hlm.300. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini memuat teori-teori,temuan ataupun bahan penelitian lain yang berkaitan 

dengan topik bahasan penelitian, uraian dalam Tinjauan pustaka ini digunakan untuk 

menyusun kerangka atau konsep dalam penelitian yang akan dikaji dan mengacu daftar 

pustaka. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bagian ini membuat pembahasan mengenai masalah yang dirumuskan dalam 

rumusanmasalah pada Bab I mengenaiFungsi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

NotarisDalam Tugasnya Berkaitan Dengan Pengawasan Jabatan NotarisMenurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini dengan 

menggunakan bahan-bahan dari tinjauan pustaka pada Bab II. 

 

 

BAB IV : PENUTUP 

Bagian ini menyampaikan kesimpulan serta saran, Dalam Kesimpulan dikemukakan  mengenai  

hasil  penafsiran dan  pembahasan  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian,  sebagai jawabanatas 

pertanyaan  yangdiajukan dalamperumusan masalah.30 Dan berisi saran-saran atau rekomendasi 

agar  dilakukan  penelitian  lebihlanjut,disertai alasan-alasan yang cukup signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Fakultas Hukum,”Buku Pedoman Penulisan Skripsi”.Universitas Sriwijaya, hlm. 55. diakses dari 

http://fh.unsri.ac.id/userfiles/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20%20Lengkap(1).pdf pada 1 Oktober 2020. 

http://fh.unsri.ac.id/userfiles/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20%20Lengkap(1).pdf
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